
.' BUPATI LAMPUNG"TIMlJR
 

PE'RATUR,~N D~ERAH' KA~UPA,wEN LAM,PUNG TIMUR
 

NOMOR : 06 T,AHIJN: 2000
 

TENTANG,
 

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR
 

'Mentmbang', : a. .bahwa denqan telah dtetapxaanya Undanq-undanq Nomor 18 Tahun 1997) 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pernbanqunan I, diubah 

menjef Pajak Hotel dan Restorari . 

b. bahwa untuk rnelaksanakan sebagain~ana dimaksud, huruf a perlu 

menetapkan Pajak Hotel dan Restoran dengan Peraturan Daerah. 

Mengingat . 1.	 Undanq-undanq Nornor 12. Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten 

Dati fI Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya 

Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 46 Tarnoahan, 

Lernt.aran Negara Nornor : 3825); 

2.	 Undang-undang (\fomo,r 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara 1.999, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3839 )'; 

3.. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1881 teritang ,Hukum Acara P'dana . 
.	 , 

(Lembaran Negara	 Tahun 1981 Nomor 75 Tambaban Lembaran Negara. 

Nomor 320'8 ) ; 

.4.	 Undang-uf1ciang Nornor 17 Tahun 1997 tentang Badan Periyelesaian 

Sengketa Pajak ( Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 40~ Tambahan 

Negara Nemer 3684 ) '; 

5.	 Undang-unjang. Nemor :' 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Qaerah ( Lembaran Negara Tahun 1.997 Nomor : 41, Tambahan 

r\egara Tanun 3685 ) ; 
. , 

· "6. Undang-undang Nomor . 19 Tahun 1~97 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa (Lembatan Negara 'Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

,Lembarah Negara Nornor 3686 ); 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun '1997. tentang Pajak Daerah 

( Lernbaran Nepara Nomor : 54 Tahun 1997 , Tambahan Lernbaran Negara 

Nemer 3631 ) : 
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8.	 Peraturan Menteri Da/am Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik 

Pegawai N9geri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 

9.	 Peraturan Menteri Kehakiman Nemor : M 04-PW,07.03 Tahun 1984 ter::2~g 

Wewenanq Penyidik Pegawai Negeri Sipil ; 

10. Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 84 Tahun 1993 tentarc 3e;:!,Jk 

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 

11. Keputusan	 Menteri Dalam Negeri Nomor : 170 Tahun 1SS3 te:ltang 

Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daera.h ; 

12. Keputuscn Menteri Dalarn Negeri Nomor : 172 Tahun 1997	 ~e~:a~g Kriteria 

Wajib Pajak yang Wajib menyenggelarakan Pembukuar ca~ Tata Cara 

Pembukuan; 

13. Keputusan Menteri Da/am Negeri Nomor : 173 Tahun ~ ~S7 rentang Tata 

Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah ; 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamp!~n~ ;- :nur . 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan	 PERATURAN DAERAH KABU~A-rEf\J LAMPUNG TIMUR T=~\"--Aj\fG PA,j,AK 

HOTEL DAN RESTORAN 

BAS I	 ., 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Daerah in! yang di maksud dengan : 

a.	 Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Lampung Tlrnur 

b.	 DPRD adalah DPRD La npung Timur. 

c.	 Kepala Daerah adalah 8upati Lampung Timur . 

d.	 Pejabat adalah Peqawai yang di beri tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai 

dengan Peraturan Peruocanq-undanqan yang berlaku. 

e.	 Pajak Hotel dan Restoran yang se/anjutnya disebut P1jak adalah pajak atas pelayanan hotel 

dan restoran. 

f.	 Hotel adalah bangunar yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, 

memperoleh pelavanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk 

bangunan lainnya yans: menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sarna, kecua'i untuk 

Petrofina dan Perkantoran. 

g.	 Restoran atau rumba machine adalah tempat rnenyantap makanan .dan atau minuman yang 

disediakan dengan memungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering. 

11.	 Pengusaha Hotel dan Restoran adalah peroranqan atau badan yang menyelenggarakan 

usaha hotel dan restoi an untuk dan atas narnanya sendin atau untuk dan atas nama pihak 

lain yang rnenjadi tanggungannya. 

i.	 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPtPD adalah Surat yang 

digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang 

terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah; 
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j.	 Surat Setoran Pajak Daeran yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan 

oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas 

Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

k.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah l yang selaniutnya disingkat SK.PD adalah Surat keputusan 

, yang rnenentukan besarnya jumlah pajak yang terutang; 

I.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah 

Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutanq, jumtah kredit 

palak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi. administrasi, dan 

jumlah yang masih harus dibayar; 

m.	 Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambshan, yang selanjutnya disingkat 

SKPDKBT, adalah Surac keputusan yang menentukan tarnbahan atas jumlah pajak yang 

telah ditetapkar I; 

n.	 Surat Ketetapan Pajak -r)aerah Lebih Bayar, yang celaniutnya disingkat SKPOLB; adalah 

Surat keputusan yang rnenentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit 

pajak Lebih besar dariparia pajak y~~g .ter~t~~~ atau tidak seharusnya ternutang! 

.... !"'o. ~Surat Ketetapan Pajak Daerah Ni~iI, yang selanjutnya disingkat SKPDf'.J: scalah Surat 

keputusa.n yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jurrlah 

kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 

p.	 Surat Tagihan Pajak Daerah,yang, selanjutnya disingkat STPD; adalah Surat untuk 

rnelakukan tagihan pajaK dan atau sanksi administrasi berupa hunga dan atau cenda: 

q.	 Badan adeiah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya J badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan 

dalam bentuk apapun termasuk persekutuan, porkumpulan, firma, kongsi, koperasi, 

yayasan atau orqanisasi yang sejenis, tembaca, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta 

bentuk badan usaha lainnya; 

r.	 Putusan Banding adaiah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding 

terhadap Surat Keputuean Keberatan yat:lg diajukan oleh Wajib Pajak; 

s.	 Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daeran Leoih Bayar, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pernotonqan atau pemungutan oleh pihak 

ketiga yang diajukan o.eh Wajib Pajak; 

1.	 Pemeriksaan adalah seranqkalan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah 

data dan atau keterangan lainnya dalam rarqka pengawasan kepatuhan pernenuhan 

kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 

Daerah; 

u.	 Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh Penyiciik Pegawai Negeri SiJJiI dan atau Penyidik Umum yarlg selanjutnya 

disebut Penyidlk, untuK mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tindak pidana dibidang perpajakan dasrah yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 
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BAB (I
 

N.~MA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
 

Pasal2
 

. (1) Dengan nama II Pajak Hotel dan Restoran" cJipungut pajak atas setiap pelayanan hotel dan . 

restoran. 

(2) Objek Pajak adalah .setiap pelayanan yang	 clseoiakan dengan pernbayaran di hotel dan 

atau restoran. 

(3)	 Objek Pajak sebagalmana dimaksud pad a ayat (2) pasal ini meliputi : 

a.	 Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain : gubuk pariwisata 

(cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggarahan (bostel), losmen dan rumah 

penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan 

fasilitas seperti rumah penqinapan; 

b.	 Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimili, telex, fotocopi, pelayanan cuci, 

setrika, taksi dan pengangkutari lainnya, yang diseoiakan atau dikelola hotel; 

c.	 Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain Pusat Kebugaran (fitnes c.;entre)~ kolam 
""r
 

renang, tenis, golf, karaoke) cub, diskotikJ yangh dlsediakan atau dikelola hotel;
 

d.	 Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara ateu pertemuan di hotel; 

e.	 Penjualan rnakanan dan atau minuman ditempati dan disertai dengan fasiIitas 

penyantapannya. 

Pasal3 

(1) Dikecualikan dar; objek pajak ~ 

8.	 Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang 

tidak menyatu dengan hotel) 

b.	 Pelayanan tinggal diasrama dan pondok pesantren; 

c.	 Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan dihotel yang oiperpunasan oleh bukan 

tamu hotel dengan pernbayaran: 

d.	 Petrotlna, perkantoran, perbankan, salon yanQ dipakai oleh urnum dihotel; 

e.	 Pelayanan perjalanan wiseta yang diselenggarakan oleh hotel dan capet dimanfaatkan 

oleh umum; 

f.	 Pelayanan jasa boga/katering; 

g.	 Pelayanan yanqoisediakan oleh restoran atau rumah .nakan yang peredarannya tidak 

melebihi batas Rp. 500.000)- (lima ratus riburupiah)) perbuhn 

(2) Ketentuan ayat (1) pasal ini tidak mengurangi hak Kepala Daerah untuk menetapkan 

sebagai objek pajak apabifa cobjek pajak yang olkecuaukan dalam ayat (1) pasal ini telah 

memenuhi syarat sebagai objck pajak. 

Pasal4 

(1)	 Subjek Pajak Hotel dan Restoran adalah orang pribadi atau baoan yang berkewajiban 

melakukan pembayaran atas oelayanan hotel dan atau restoran. 

(2)	 Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusaha hotel dan atau restoran. 



BAS III
 

DASAR PF.:NGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN
 

Pasal5	 \. 
i	 • 

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran y~ng dllakukan kepada hotel dan atau 

restoran. 

Pasal6 

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). 

Pasal7 

Besarnya pajak yang terhutang dihitunq dengan cara rnengalikan tarif sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 6 Peraturan Daerao ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksuc dalam 

pasat 5 Peraturan Daerah ini. 

. '. 
BABIV 

WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Pasal8
 

Pajat; yang terhutangdipungut di Daerah tempat hotel dan atau restoran ber'okasi. 

BAS V
 

MASA rAJAK DA1\J SAAT PAJAK TERUTANG
 

P~sal9 

Masa pajak adalah janqka waktu yang lamanva satu bulan takwim 

Pajak terhutanq terjacn pada saat polavanan dan atau pembayaran di noteldan atau restoran. 

BABVI 

TATA CARAPEMBA'{ARAN 

Pasal11 

(1) Pembayaran pajak yang terhutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk 

oieh Kepala Daerah. 

(2) Pembaya.an Pajak sebagaimana	 dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan denqan 

menggunakan SSPD. 

(3)	 Bentuk jenis, isil ukurai I SSPD, dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo 

pernbayaran pajak terutanq ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

Pasal12 

(1) Pembayarar: paja': yang terhutang harus dilakukan sekaligus atau lunas e " 

(2)	 Kepala Daerah dapat r~1etTlberikatl persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur 

pajak terhutang dalarn «urur: waktu tertentu , setelah memenuhi persyaratarr-vanq 

d itentukar. 
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(3)	 Angsuran pembayaran pajak sebagaimanadimaksud ayat (2)1 pasal iru harus dilakukan 

secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) 
'. 

sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kLJrang bayar. 

(4) Kepafa Caerah dapat rnernberikan persetujuan kepada Wajib· Pajak untuk rnenunda 

pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah rnen.enuru persyaratan 

yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah 

pajak yang belum atau kurc:.ng dibayar. 

(5) Persyaratan	 untuk dapat untuk mengangsur dan menunca pembayeran serta tatacara 

pembayaran angsuran dan penundaan sebaqalrnana dimaksud pada avat (2) dan ayat (.6) 

pasal ini, ditetapkan oleh Kopala Daerah. 

BAB'VII 

SURATPEfVlBERITAHUAN PAJAK DhERAH 

Pasal13 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib rnenqisi SptPD.
 

t2) SptPO sebagaimana dimaksud ayat (1) pasaJ rni harus diisi denpan jelas, benar dan
 

lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 

(3) SPtPO yang :Hmaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepaca Kepala Daerah 

seJambat-lambatnya 15 (lima be/as) hri setelah berakhirnya masa pajak, , 

(4) Bentuk, isl, tatacara dan pengisian dan penyarnpaian SPtPD ditetapkan oleh Kepala 

Daerah. 

BABVIH 

PENETAPAN PAJAK 

Pasal14 

Setiap Wajib Pajak wajjb rnernbayar pajak yang terhutanq berdasarkan ketentuan perundang­

undangan perpajakan daerahtanpa menggantungkan pada adanya Surat ketetapan pajak. 

Pasal15 

(1) DaJam jan~ka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Daerah dapat 

menerbitkan : 

a.	 SKPDKB dalam hal: 

1) apabila berdasarkan hasil perneriksaan atau keterangan lain) p~jak yang terhutang 

tidak atau kuranc dibayar; 

2) apabila SPtPD tidak disarnpaikan kepada Kepala Daerah dalarn jangka waktu 

tertentu dan setelah ditegur secara tertulls; 
. . 

3) apabila kewajiban mengisi SPtPD tidak cipenuhi, pajak yang terhutang dihitung 

secara jabatC:l~. 

b.	 SKPDK8T apabila ditemukan data baru dan atau data yan!] semula belum terungkap 

yang menyebabkan penambahan jurnlah pajak terhutang; 
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c.	 SKPDN apabila jumlah pajak yang terhutang sarna oesarnya dengan jumtah kredit pajak 

atau pajak tidak terhutanq dan tidak ada kredu pajak. 

(2) JumJah kekurangan paiak yan~l terhutanq dalarn SKPDKB sebagaimana dimaksud pada 

avat (1) huruf Q.t~ngka 1) dan anqka 2) pasal lm dikenakan sanks' adrninlstrasl berupa 

bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar 

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 

terhutangnya pajak. 

(3) Jumtah kekurangan pajak yang terhutang dalarn SKFCKBT' sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b pasal ini dikenakan sanksi adrrunlstrasi berupa kenaikan sebesar 100 %
' 

(seratus persen). 

(4) Kenaikan sebaqairnana	 dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dikenakan apabila Vvajib 

melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan perneriksaan. 

(5) Jumlah pajak yang terhutanq adatah SKPDKBT sebaqairnana drnaksuo pada ayat (1) huruf 

a angka 3 pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh 
. . ....., 

lima persen) dari pokok pajak ditarnbah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 20/0 (dua 

persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terJambat dibayar untuk jangka waktu 
.~-

paling lama 24 (dua puluh e.npat) bulan dihitung sejak saat terhutang pajak. 

(6) Penarnbahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan 

apabila wajib pajak melapcrxan sendirl sebelum dllakukan tindakan pemeriksaan. 

Pasa(16 

(1) Kepala Daerah dapat rnenerbitkan S"rPD apabila : 

a.	 Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 

b.	 Dari hasil penelitian SF)' (PC) terdapat kekurangan pembayaran sebapai akibat salah tulis 

dan atau salah hitung. 

c.	 Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunqa dan atau denca 

(2) Jurnlah kekurangan pajak lang terhutang dalain STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dan huruf b pasal ini c.itambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 

sobesar 20/0 (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima betas) bulan sejak saat 

terhutangnya pajak. 

(3) Pajak yang terhutsnc rnenurut S~<PD~<8 dar: SKPDKBT yang tidak atau ~(urang dibayar 

sotelah jatutl tempo pernbayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sbesar 20/0 

(oua persen) sebulan, dit2~gir1 rneialui 51·PD. 

BAS IX 

l~ATA CARA PENAGIHAf'J PAJAK 

Pasal17 

(1) Pajak	 yang terhutanq berdasarkan KPDI<B dan SKPDKBTI STPD, Surat Keputusan 

Pernoetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yarlg tidak atau !<urag 

dibayar oleh waj'b pajak ;Jad3 waktunya, dapat ditagih denga Surat Paksa. 

(2)	 Pcnagihan pajak denqe.n Surat Paksa difaksanakan berdasarkan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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SA B X 

l<EBERATAN DA~ BANDING 

Pasal 18 

(1)	 Wajib Pajak dapat menqaukan keberatan kepsda Kepala Daerah atau Pejabat yang 

ditunjuk atas suatu . 

a.	 SKPDKB; 

b.	 SKPDKBT; 

c.	 SKPDLB; 

d.	 SKPDN. 

(2) Keberatan	 diajukan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang 

jelas. 

(3) Dalam	 hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib 

pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut 

(4)	 Keberatan harus oiajukan dalarn jangkn waktu paling lama 3 (tlga) bulan seJak tanggal 

..~.~ Surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemunqutan sebaparnena dirnaksid pada ayat (1)1 

kecuali wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tJdak dapat cJipenuhi karena 

kadaan diluar kekuasaannva. 

(5)	 Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) dar. (3) 

tidak dianggap sebagai ket.eratan, sehingga tidak clpertimbanokan 

(6)	 Pengajuan kebera.an tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan 

penagihan pajak sesuai kctentuan yang berlaku. 

Pasal19 

(1) Wajib pajak dapoat mengaj'ukanpermohonan banding' hanya kepada Badan	 Penyelesaian 

Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala 

Daerah. 

(2) Perrnohonan sebagaimana	 yang dimaksud pada ayat (1)diajukan secara tertulis da'arn 

bahasa Indonesia, denqan alasan yang jelas dalarn jangka waktu 3(tiga) bulan sejak 

keputusan ditenma, dilempiri salinan dari keputusan tersebut. 

(3)	 Pengajuan perrnohonan banding tidax menunda kewajiban mernbayar pajak dan 

pelaksanaan penaoihan pajak. 

Pasal 20 -, 

Apabila pengajuan keberatar: atau bandirlg dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 

pembayaran pajak dikembaJikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (duo persen) 

sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 



BA B XI
 

PENGURArJGAN I<ERINGANAN DAN PEMBEBASAN 

P~sa121 

('I) Kepala Daerah berdasarkan perrnohonan wajlb pajaf< dapat memberikan pengurangan atau 
I
 
I
 

kennganan dan atau pembebasan pajak. : 
I 

(2) Tata cara pern berian ps..~ng u ran gan, kerinqanan dan pembebasan pajak sebaqaima na 
: s, 

drnaksud pacla ayat ("1) pasal ini oitetapkan oleh Kepala Daerah. 
, 

! ' 
B A B XII 

PEMBETULAN, PEMBATALA.N, PENGURANGAN . 

KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU 

PENGURANGAN SANKSI AOMINISTRASI 

Pasal 22 

(1)	 Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan 

SKPDKB , SKPDKBT a.au STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis , 

kesalahan hit Ln~1 clan atau kekel iruan dalam perierapan peraturan perundang-undangan 
'II ..~.. 

perpajakan daerah. 

(2) Kepala Daerah dapat : 

CJ. Mengurangkan atau menghapus sanksi aclministrasi berupa bunga, denda dan kana ikan 

pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

_. Oalam hal sanksi ters ebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena 

kesalahannya. 

b. Mengurangkan atau rnernbatalkan ketetapan palak yang tidak benar. 

(3) Tata	 cara peng urangan atau penghapusan sanksl administrasi dan pengurangan atau 

pembatalan ketetapan pajak sebaqa lmana dirnaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dengan 

f<eputusan Kepa la Dae.ah. 

BAB XIII
 

PENGf::MBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
 

Pasal23
 

(1)	 Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukar. permohonan 

pengembalian kepada Kepala Daerah. 

(2)	 Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enarn) bulan sejak diterimanya 

permohonan penq emba lian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) pasai ini ha rus rnerr.berikan keputusan. 

(3)	 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) pasal ini dilampaui Kepala 

Daerah ticlak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran 

pajak dianggap d ikabul karI clan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu pal ing lama 1 

(satu) bulan . 
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(4)	 Apablla Waj i9 Pajak mempunyai tlutang pajak lalrmya, kelebihan pernbayaran pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini 'Iangsung diperhitung~<an untuk melunasi 

terlebih dahulu hutang pajak dirnaksud. 

(5)	 Pengembalipn kelebihan pemtayaran pajak dllakukan dalam waktu paling larna 2 (dua) 

bulan sejak olterbtkan SKPDLB. 

(6) . Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajek dllakuka« setelah lev/at waktu 2 (dua) 

bulan sejak oiterbltkannya 3KPDLB,' Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk 

memberikan irr.balan· bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan alas keterlambatan 

pembayaran ketebihan pajak. 

Pasal24 

(1) Permohonan pengembalian keleblhan	 pembayara.,n pajak diajukan secara tertulis kepada 

KepaJa Daerah denqan menyebutkan : 

a.	 Nama dan alamat Wajib Patak; 

b. masa pajak;
 

"c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 

d.	 alasan yang jelas. 

(2) Permohonan	 penpemballan kalebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung 

.atau melalui pas tercatat. 

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pas tercatat I nerupakan bukti 

saat permohcnan diterima olen KepaJa Daerah. 

Pasal25 

(1) Pengembalian kelebihan pernbayaran pajak dilakukan dengan rnenerbitkan Surat Perintah 
t,r 

Mernbayar Kelebihan Pajak oleh KepaJa Oaerah. . . 

(2) Apabila	 kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya 

sebagaimana dmaksud pasa: 23 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pernbayarannya dilakukan 

cfengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 

BAS XIV
 

KEDALUWARSA
 

Pasal2S
 

(1)	 Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 

(lima) tahun terhitu~g sejak saat terhutanqnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan 

tindak pidana dib~dang perpajakan daerah. 

(2)	 Kedaluwarsa penagihan pajc.k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh 

apabila: 

8.	 Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau; 

b.	 Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung rnaupun tidak langsung 

secara tertulis. 
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BABXV
 

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
 

Pasal27
 

(1) Wajib Pajak yang	 rnernenuhi kriteria tertentu diharuskan menyelenggarakan pembukuan 

dengan benar dan jujur. 

(2) Kriteria Wajib Pajak sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pernbukuan dlatur 

oleh Menteri Dalam Negeri. 

Pasal28 

(1) Kepata	 Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk 

r:neng~ji kepatuhan pernenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam ranqka melaksanakan 

Peraturan Perundang-unrlangan Perpajakan Daerah. 

(2) Wajib Pajak yang diperiksa harus : 

a.	 Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 

dasarnya dan dokurr.en lain yang berhubungan dengan objek pajak terhutang. 
.. ~o~ 

b.	 Membenka-i izin untuk memasuki tempt atau ruang yang dianggap perlu dan 

memberikan keteranqan guna kelancaran pemeriksaan. 

(3)	 Tata cara pemeriksaan pajak diataur oleh Menteri Dalam Negeri. 

BAB XVI
 

KETENTUAN KHUSUS
 

Pasal29
 

(1) Setiap pejabat dilaranc	 memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala 

sesuatu yang diketahu i atau diberitahuakan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 

jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 

Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan. 

(2)	 Larangan sebacamane dimaksud pada ayat ('1) pasal ini berlaku juga terhadap .ahli-ahfi 

'yang	 ditunjuk oteh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan Oaerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam 

° sidang penqadilan. 

(3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenanq memberi izin tertulis kepada pejabat 

sebagaimana clmaksud ayat (1) pasal ini dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud 

ayat (2) pasal ini suoaya memberi keteranqan, rnernperuhatkan bukti tertulis dan atau 

tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya, 

(4)	 Untuk kepentingan perneriksaan di pengadilan dafam perkara pidana atau perdata atas 

permlntaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dar; Hukum Acara Perdata, Kepala 

Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebaqa'mana dimaksud 

pada ayat (1) pasal ini dan tenago ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini bukti 

tertulis dan keteranqan Wajib Pajak yang ada padanya. 
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(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud ayat	 (4) pasal ini harus menyebutkan nama 

terdakvva atau nama tGrgugat , keteranqan-keteranpan yang diminta serta kaitan antara 

perkara pidana atau peidata yang bersangkutan dsngan keteranqan yang diminta tersebu; 

BkB XVII
 

KETENTUAN PIDA~IA
 

Pasal30
 

(1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak rnenyampaikan	 SPTPD atau mengisi dengan tidak 

benar atau tidal: lenokap atau melampirkan keterangan yang tidak benar se~ingga 

merugikan keuangan daerah dapat dipidana denqan pidana kurungan selama-Iamanya 6 

(enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jurnlah pajak yang 

terhutang. 

(2) Wajib Pajak yang denqan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau rnengisi dengan tidak 

benar atau tidak lengkap atau melampirkan .keterangan yang tidak benar sehingga 

merugikar keuangan daerah dapat dipidana denga pidana kurungan selama-Iamanya 6 

(enam) bulan dan atau denda 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang. 

(3) Tindak pidana sebagjmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini aoalah 

pelanggaran: 

(4) Petugas pelaksana Y8ng dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan , 

Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai Peraturan 

Perundang - Unjangan yang berlaku 

Pasal31 

Tindak pldana sehagaimana dimaksud dalam pasal 29 Peraturan Daerah ini tidak dituntut 

setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutsrqnya pajak atau berakhirnya 

Masa Pajak. 

BAS xvm
 
PENYIDIKAN
 

PasaJ32
 

(1) Pejabat Pegawai Negeri E'ipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 

khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan 

daerah. 

(2)	 Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : 

<3. Menerima, mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 

dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan 

tersebut menjadi lebih .enqkap dan jelas. 

b. Mensliti, mencari , rnencumpulkan danmeneliti keteranqan mengenai orang pribadi atau 

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 

perpajakan daerah tersebut. 
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c.	 Meminta keterangan can bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan 

tindak pidana di bidano perpajakan daerah. 

d.	 Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan 

tindak pidana di bidan:d perpajakan daerah. . : 
! ~ 

e.	 Melakukan penqqeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 

dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyltaan terhadap bahan bukti tersebut . 

f.	 Meminta bantuan tenaga ahl: dalam .rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindal< pidana 

di bidang perpajakan daerah. 

g.	 Menyuruh herhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan merneriksa identitas orang can atau 

dokumen yang dloav/a sebaqairnana huruf e. 

h.	 Memotret seseorang yang berkaitan dengan tincak pidana di bidang perpajakan daerah. 

i.	 Memanggil orang ur.luk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka 

atau saks. 

j.	 Menghentikan penyic.iikan , apabila tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup. 
,," ,. " k.	 Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 

perpo.jakan daerah nienurut hukum yan9 dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud	 pada ayat (1) pasal ini rnernberitanukan dimulainya 

penyidikan dan menyan Ipaikan hasil penyi:likannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan 

ketentuan yang diatur c..Jalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara 

Pidana. 

BAS XIX · 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal33 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Surat Keputusan Pejabat Bupati Lampung Timur 

Nomor 07 Tar.un 1999, tentang Memberlakukan Secara Mutatis Mutandis Perda Kabupaten 

Lampung Tengah tentang Pendapatan Asli Daerah ( PAD). 

(2) Khusus oegi Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan setelah disahkan Peraturan Daerah 

ini diwajibkan membayar berdasarkan tarif lama sesuai Surat Keputusan Pejabat Bupati 

Lampung Timur Nomor 07 Tahun 1999. 

BA8XX
 

KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal3~ 

Hal-hal yang belum diatur didalam Perda ini akar. diatur oleh Keputusan Daerah dengan 

sepengetahuan DPRD. 
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Pasal35 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. 

Agar supaya setiap orang 'T1engetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daersh ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur . 

Disetujui eleh DPRD Kabupaten Lampung Timur 
•.~ Dengan Surat Keputusan Nemer: 170/13/X/SK/DPRD-LTM/20d'0. 

Tanggal : 31 Oktober 2000 • . 

Diundangkan di : Sukadana
 
Pada Tanggal : 07 Nope mbe r- 2000.
 

I

SEKRETARIS D,;,; . : {1; ; '''~~UPATEN LAMPUNG TIMUR
 
.i T 

,j,\);P F.<i~ANA TUGAS
 
f ~~r;/ ,,~ .~ ."\ ~ I
 
..~. . __"'~'-:' ...-.>; \\ 
~l;:! . ·--~· t r. . 1 ' . Il;;! :. . ~; " f' I:1ft ~\ 'i ~?' : . I ,
 

\{.~ \ f., . ~ " ~' \;' ~ " >' + " . J ...
 •
\ \ :'; ·E>RS. MUCHIAR ACHMAD
 

. P·E!nibin~ ·NIP. 010082653
 
'.•• """,""";o ••~ ._"" ,,,• • • ' 

LE;.MBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPIJNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR : 06 

.. 

J 



l~l=NJELASAN 

f'ERA'rURAN IJAEr~Al"~ KABUPATEtJ LAMr"'UNG TIMUR 

r'JOMOR :06 TAHur~ 2000 

TENTANG
 

}:>A,JAK t,OTEL DAN RESTORAN
 

A. PC:NJELASAN Ufv1lJfvl 

Berdasarican Undang-undan~J [Jasar 19·45 yang rnenetapkan perpajakan sebagai salah satu 

perwujudan kewajiban kenegaraan, dalarn penjelasan pasal 23 ayat (2) ditegaskan bahwa 

peneiepan belanja menqenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala 

tindakan yang rnenetapkan beban rakyat seperti pajak, harus ditetapkan dengan Peraturan 

Daer21h dengan Persettujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu 

pemungutan pajak daerah harus diclasarkan pada Peiaturan Daerah. 

Dalarn rangka mendukunq per«embanqan otonorni daerah yang nyata ,dinamis serasi danI 

bert8:lggung jawab, pernbiayaan pernerintah dan pernbanqunan daerah yang bersumbe.r dari 
-- ~ ...

pendapatan Asli Daerah ( PAD )1 khususnya yang berasal Pajak daerah perlu di tingkatkan lagi. 

Sejalan dengan sernakin men'nckatnva pelaksanaan pembanqunan dan pemberian pelayanan 

kepacJa masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian oaerah, oiperlukan 

penyediaan surnber-sumber FJendapat. Asli Daerar, yang nasilnya semakin meningkat pula; 

Upaya peningkatan penyeoian dana yang tJersumber dari Pajak antara lain dilakukan dengan 

peningkatan kinerja , baik dalam peraturan. Langkah-Iangkah inidi harapkan akan meninqkatkan 

mutu dan jenis pelayanan kepada rnasyarakat. 

Peraturan Daerah ini merupakan realisasi dari Undanq-undarj; Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dam Retribusi LJaerah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat ( 2 ) huruf a 

undang-undang Nornor '1 B Tahun '1997 yang·rnengatur masalah Pajak dan Hotel cfan Restoran.. 

Adapun yang menjaci casar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Pajak 

hotel dan Restoran oiharapxan dapat meninokatkan efektifitas dan etesiensl pemungutan Pajak 

Daerah yang dapat rnenjaeJi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Larnpung 

Tlrnu: serta rnampu menmqkatkan rnutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak 

dapat dengan rnudah rnernal.arni dan rnernenuhi kewajiban Perpajakan. 

Pasal19 ayat ( 1 )	 Yang dirnaksud dengan Badaa Penyelesaian Sengketa 

Pajak adlah suatu badan penyelesaian perpajakan diluar 

tugas dan wewenang peradilan umurn maupun peradilan 

tata usaha negara sesuai d8/1gan Undang··und21ng Nomor 

17 Tahun 1997' tentang Badan Penyelesaian Sengketa 

Pajak. 

Pasal 19 ava: ( 2 ) dan ( 3 )	 Cukup jelas 

Pasal 20 sid 35	 (~! Jkup jelas 


